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Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa sesuai ketentuan pasal 19 ayat (3)
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, RPJMD ditetapkan 3 bulan setelah
Kepala Daerah dilantik;

bahwa sesuai ketentuan pasal 284 Permendagri
54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah bahwa, dalam
hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan
capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah
target sasaran akhir pembangunan jangka
panjang dan menengah, penetapan perubahan
RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan



Mengingat :

Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Natuna.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2007 tentang Petunjuk  Teknis



Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna,;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

Bupati adalah Bupati Natuna;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten
Natuna;

w

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun;

6. Perencanaan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam
ruang lingkup daerah.



BAB II

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH

Pasal 2

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
mengatur tentang perubahan program yang ada di RPJMD yang
tidak dilaksanakan selama 5 tahun dan perubahan program yang
dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun pada RKPD tetapi
tidak ada di RPJMD serta indikator dan target sasaran dan
program RPJMD.

Pasal 3

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang
mengenai peraturan pelaksananya, akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 Desember 2014

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 9 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR



